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Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esayang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu
diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Tak
luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu
organisasi hukum se-Indonesia yang kita banggakan, Asian Law
Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia yang
menaungi 14 (empat belas) Local Chapter di segala penjuru
Indonesia. ALSA Indonesia merupakan organisasi nirlaba dan
non-politik, kami penuh akan solidaritas dari segala golongan
dimana senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas
keilmuan dari setiap anggotanya, yang kelak akan menebarkan
manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk
menikmati dan memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia
Specialized Research Team. Tim ini dibentuk dengan tujuan
utama untuk memberikan edukasi dengan tinjauan akademis
yang komprehensif kepada para anggota dan masyarakat luas.
Penelitian ini merupakan doctrinal research yang pada
kesempatan ini memberikan tinjauan yuridis terhadap "Regulasi
dan Implementasi Aktivitas Impor Limbah di Indonesia" . Kami
harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas
secara akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi berbagai
pihak yang berkesempatan untuk membacanya.

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman-teman Local
Chapter, dan para Redactional Board yang telah melakukan
penelitian dan penulisan kajian ini, tim ini tidak mungkin
berkesempatan untuk menghasilkan suatu produk sebaik dan
sekomprehensif ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung
dan berpartisipasi aktif demi melancarkan berjalannya tim ini
dalam melakukan penelitian yang senantiasa memiliki tujuan
untuk perkembangan lingkup pengetahuan hukum kami semua.

Dapat kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitianini
didasari oleh kajian dan analisis hukum melalui tinjauan

c c akademis yang objektif. Dalam pembuatan penelitian ini ALSA
Sena Britantoro Ramadhan Suditomo Indonesia Specialized Research Team dan seluruh pihak yang
President of ALSA NC Indonesia terkait tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan
. senantiasa bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para
Pemode 202 1—2022 anggota ALSA Indonesia dan masyarakat luas guna melayani

dan membangun bangsa secara progresif.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia
selalu bersifat responsif terhadap isu hukum terkini, dapat
berperan besar bagi perkembangan anggota ALSA Indonesia
maupun masyarakat luas dan semoga penelitian ini senantiasa
dapat memperbaiki ketertiban masyarakat ke arah yang lebih

baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Whb.,
Shalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!
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Regulasi dan Implementasi Aktivitas Impor Limbah di Indonesia
Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team

Nabila Khoirunnisa, Muhammad Farhan Arfpia, dan A. Muflih El Zuhdi

BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara di dunia tentu mempunyai cara masing-masing dalam
mengelola limbah negaranya. Tidak semua masyarakat mengetahui kemana
berakhirnya limbah atau sampah yang dibawa oleh petugas kebersihan. Pada
dasarnya, masyarakat di negara berkembang akan berpikir bahwa limbah atau
sampah tersebut akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berisi
timbunan sampah. Berbeda dengan negara maju, masyarakat di negara maju
juga belum tentu mengetahui bahwa limbah termasuk sampah mereka akan
berakhir di luar negeri dengan dilakukannya ekspor ke negara-negara
berkembang. Praktik pengiriman limbah ke negara lain dilakoni oleh negara-
negara maju demi mengurangi beban tempat pembuangan akhirnya dan
memenuhi target pendauran ulang di negaranya. Faktanya, pengolahan dan

pemusnahan limbah termasuk sampah tidak sesederhana itu.

Limbah merupakan permasalahan yang dialami berbagai negara di dunia
terutama pada negara berkembang karena terdapat beberapa jenis limbah yang
sifatnya sukar untuk terurai, terutama sampah plastik yang kuantitas semakin
meningkat setiap tahun. Pada umumnya, limbah terbagi menjadi dua yaitu
Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang merupakan sisa dari suatu
aktivitas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, kemudian terdapat
Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (Non B3) yang merupakan sisa dari
suatu aktivitas yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan catatan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan

W e Y G B, W V0 . . T T . T B A S S S e A S S0 W
Faculty of Law Universitas Padjadjaran Telp +62 81382034284
JI. Raya Bandung Sumedang, Km. 21, Jatinangor, Mail contact@alsaindonesia.org

Kab. Sumedang. 45363 Sumedang, Republic of Indonesia Web www.alsaindonesia.org



&mgg Asian Law Students’ Association

ALSN National Chapter Indonesia

NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

bahwa terdapat empat aktivitas impor limbah sampah plastik di Indonesia
tercatat dari Januari 2018 sampai dengan Juni 2019. Di sisi lain dari data pada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per 29 November 2019, mengindikasikan
bahwa terdapat sumber eksportir limbah plastik di Indonesia banyak
dipengaruhi oleh negara dari benua Eropa kurang lebih sekitar 55% dari total
impor, yaitu dari Inggris (33%), Jerman (12%), dan Belanda (8%). Lalu, negara
penyumbang importasi limbah plastik selanjutnya dipengaruhi oleh Australia
(24%) dan Amerika Serikat (23%)."!

Aktivitas importasi limbah di dunia dianggap memicu kemungkinan
terhadap pencemaran lingkungan.? Ditambah lagi dengan pelanggaran atas
temuan-temuan limbah B3 dan sampah pada aktivitas impor menjadi urgensi
pada perdagangan lintas batas limbah. Meskipun demikian, aktivitas importasi
limbah pada dasarnya dapat menguntungkan jika dikelola dengan baik, benar,
dan aman. Pada permulaannya, aktivitas importasi limbah ini diizinkan pada
negara yang tidak memiliki infrastruktur yang layak untuk membuang limbah.3
Namun seiring berjalannya waktu perpindahan lintas batas limbah sudah
dianggap umum dilakukan dengan berbagai manfaat yang diyakini oleh negara-
negara tersebut. Indonesia secara normatif telah meratifikasi Basel Convention
on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their
Disposal 1989 (Konvensi Basel 1989) melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The
Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal
1989. Pada salah satu bagian dari pertimbangannya disebutkan bahwa secara

geografis wilayah Republik Indonesia terdiri atas pulau-pulau dengan perairan

! Wahyudi, I. T., Anggara, W., & Zein, M. R. ‘Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah di
Indonesia’ (2020) IV Jurnal Perspektif Bea dan Cukai.

2 Patricia Birnie, et.al. ‘International Law and The Enviroment Third Edition’ (Oxford
University Press Inc., 2009). [443].

3 Ibid. [476].
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terbuka yang sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya
secara tidak sah dari luar negeri.*

Pada tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah secara tegas melarang setiap orang untuk
memasukkan limbah dan limbah bahan berbahaya beracun (B3) ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini secara tegas
kemudian diikuti dengan pengaturan pada UU Perdagangan, yang juga
membatasi impor barang barang tertentu. Lalu, Pada tahun 2018, China
membuat kebijakan yaitu National Sword Policy, hal ini menyebabkan dampak
yang esensial terhadap arus importasi limbah global.> National Sword Policy
merupakan kebijakan yang menerapkan pelarangan impor limbah terutama
sampah serta menetapkan batas pengelolaan limbah dengan ketat, dengan
demikian tampaknya negara eksportir limbah kemudian mengalihkan target
sasaran pembuangan limbah tersebut ke Indonesia, karena China menerapkan
pelaksanaan National Sword Policy secara masif. Hal ini dapat ditemukan
bahwa belasan peti kemas sampah impor berdatangan khususnya di Batam dan
Surabaya.®

Dalam hal limbah yang dijadikan bahan baku, pada dasarnya Indonesia
masih memerlukan impor tersebut untuk industri karena Indonesia sendiri
kekurangan bahan baku.” Berdasarkan pernyataan dari Ecological Observation
and Wetlands Conservation (ECOTON) menegaskan bahwa tidak semua
limbah impor bisa diolah di Indonesia, sehingga limbah yang tersisa hanya
dibakar atau ditumpuk begitu saja. Dengan demikian, pengelolaan limbah di
Indonesia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan serta jumlah limbah yang

impor. Selain gagal mengelola limbah impor, ECOTON juga menemukan

4 Vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan
Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their
Disposal 1989.

> Gresika Novaradila, et.al., ‘Ancaman Sampah Impor bagi Keamanan Manusia: Studi
Kasus Desa Bangun dan Tropodo 2018-2019 VIII Global and Policy.

6 Lusia Arumingtyas. ‘Pemerintah Perlu Setop Dulu Izin Impor Sampah’ (Mongabay,
2019) <https://www.mongabay.co.id/2019/07/04/pemerintah-perlu-setop-dulu-izin-impor-
sampah/> accessed 30 June 2021.

7 Gresika Novaradila, et.al. Op.cit.
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adanya peningkatan kontaminasi sampah plastik pada Limbah Non B3 pada
kelompok kertas yang diimpor sebesar 35 (tiga puluh lima) persen pada 12 (dua
belas) pabrik kertas.® Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis bertujuan
untuk menyusun suatu analisis terhadap regulasi dan penerapan impor limbah

di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah
1.2.1. Bagaimana regulasi dan implementasi aktivitas impor limbah di Indonesia?
1.2.2. Bagaimana realisasi upaya penanganan terhadap pelanggaran regulasi

impor limbah di Indonesia?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni
menekankan dalam pengunaan data sekunder berupa hukum tertulis seperti
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut ilmu yang digunakan,
penelitian ini menggunakan penelitian mono disipliner. Penelitian dilakukan
dengan pemilihan metode penelitian menggunakan satu disiplin ilmu antara lain
disiplin ilmu hukum.’

Penelitian ini dilakukan yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau jenis data
sekunder sebagai pertimbangan bahan dasar untuk dilakukan penelitian, dengan
berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik permasalahan
yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi
pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pengumpulan sumber pengetahuan
baik melalui media cetak dan elektronik yang relevan untuk dibahas pada topik

permasalahan yang diteliti.

8 Putri, Maulidina Amanda ‘Penegakkan Hukum Kasus Temuan Limbah B3 dan Sampah
pada Impor Limbah Non B3 (Studi Kasus: PT Surabaya Meka Box dan PT Mega Surya Eratama).

9 Sri Mamudji, et al. ‘Metode Penelitian dan Penulisan Hukum’ (Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia 2005). [5].
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1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
penyelesaian kasus pelanggaran importasi limbah yang terjadi di Indonesia.

1.4.2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, wawasan, serta
pengetahuan bagi para akademisi, legislator serta masyarakat umum agar
dapat memahami urgensi dilakukannya tata kelola kembali terhadap

regulasi importasi limbah di Indonesia.
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PEMBAHASAN

1. Regulasi dan Implementasi Aktivitas Impor Limbah di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah kondisi geografis
yang berpotensi tinggi menjadi salah satu negara yang dituju untuk dijadikan
pengiriman atau pembuangan limbah. Masuknya pembuangan limbah ini dapat
berbentuk pengiriman limbah secara resmi (legal) atau bisa melalui jalur
perdagangan maupun pengiriman limbah secara tidak resmi (illegal). Hal
tersebut mendesak keperluan perumusan peraturan hukum untuk menjelaskan
bagaimana penegakan hukum di Indonesia terkait pengelolaan impor limbah
terutama tumpukkan sampah yang telah lama menjadi permasalahan di
Indonesia.

Dalam konteks ini, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun
1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (“Perpres 61/1993”),
Indonesia dinyatakan telah meratifikasi Basel Convention (on the Control of the
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)
(“Konvensi Basel”)!? demi melindungi dan mengantisipasi ancaman serius bagi
lingkungan global terutama lingkungan di Indonesia. Pada dasarnya Konvensi
Basel mempunyai tujuan untuk memastikan limbah berbahaya dapat dikelola
secara ramah lingkungan agar melindungi kesehatan serta lingkungan hidup dari
dampak limbah-limbah tersebut.!! Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia
secara tidak langsung telah sadar dengan adanya ancaman pencemaran
lingkungan akibat perpindahan limbah jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

dari luar negeri ke dalam negeri.

10 Basel Convention. ‘Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.” <http://www.basel.int/?tabid=4499> accessed
23 June 2021.

11 Khatrina Kummer. ‘The International Regulation of Transboundary Traffic in
Hazardous Waste; The 1989 Basel Convention’ (1992) 41 The International and Comparative Law
Quarterly.
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Limbah B3 telah dilarang secara jelas dalam rumusan Pasal 69 ayat (1)
huruf d Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk
memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Namun, demi meningkatkan keefektifitasan perdagangan dan juga
pengembangan perusahaan di Indonesia, diterbitkannya regulasi mengenai
ketentuan impor limbah non B3 yang telah melewati tahap revisi menjadi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan
Baku Industri (“Permendag 92/2019). Importir limbah non B3 dalam hal ini
merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-
P) dan perusahaan tersebut wajib telah mendapat Persetujuan Impor (PI) dari
Menteri Perdagangan.

Regulasi Permendag menjadikan sejumlah perusahaan di Indonesia yang
sudah terdaftar memiliki izin untuk impor limbah demi kebutuhan industrinya,'2
misalnya melakukan impor sekrap plastik untuk menjadi polister atau pabrik
kertas yang berasal dari sampah kertas impor. Perusahaan yang merupakan
importir limbah non B3 juga harus mengajukan surat pernyataan bermeterai
yang menyatakan bahwa limbah tersebut diharuskan memenuhi': Pertama,
limbah tersebut harus tidak berasal dari kegiatan landfill atau kegiatan
penimbunan sampah padat pada tanah. Kedua, bukan merupakan sampah dan
tidak tercampur dengan sampah, sampah yang dimaksud ialah sisa dari aktivitas
sehari-hari manusia atau proses alam dalam bentuk padat. Ketiga, limbah
tersebut tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3, yang mana B3 merupakan zat,
energi, atau komponen yang dapat mencemarkan atau merusak keberlangsungan

lingkungan hidup. Keempat, limbah homogen atau material non B3. Importir

12 Vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

13 Vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.
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juga harus menyatakan ketersediaannya dalam bertanggungjawab untuk
mengekspor kembali limbah yang telah diimpornya apabila tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur undang-undang.'* Selain itu, kegiatan ini wajib
dilakukan sesuai regulasi Permendag yaitu dengan direct shipment sampai ke
pelabuhan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejak kebijakan yang dikeluarkan China di tahun 2018, China sebagai
negara penerima sampah impor terbesar di dunia telah menutup keran sampah
impor dan berdampak meningkatkan Indonesia dalam penerimaan sampah
impor.'> Berangkat dari hal tersebut, masalah sampah dalam negeri semakin
diperparah dengan banjirnya datangnya sampah impor yang masuk ke Indonesia.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
total produksi sampah nasional yang dihasilkan negara Republik Indonesia telah
mencapai 36,7 juta ton per tahunnya pada tahun 2020.'¢ Sekitar 68,06% atau 25
juta ton per tahunnya dari total timbulan sampah tersebut merupakan sampah
yang terkelola dan sebanyak 31,94% atau 11,7 juta ton per tahunnya merupakan
sampah tidak terkelola.!” Timbunan sampah tersebut tidak hanya menimbulkan
pencemaran lingkungan, namun juga bisa menghasilkan ledakan gas metana di
gunungan sampah seperti peristiwa yang telah terjadi di TPA Cirendeu, Kota
Cimabhi pada 21 Januari 2005.

Dalam pengelolaan limbah B3 itu sendiri terdapat konsep Cradle to Grave
yang telah diadopsi dari The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA).

Konsep Cradle to Grave merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan

1% Vide Pasal 5 huruf f Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

15 Aulia Adam, ‘Dalih Sampah Impor demi Industri, tapi Mengapa Ada Sampah Plastik?’
(Tirto.id, 2009) <https://tirto.id/dalih-sampah-impor-demi-industri-tapi-mengapa-ada-sampah-
plastik-ec6d> accessed 25 June 2021.

16 Anton Setiawan, ‘Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional’ (Portal Informasi
Indonesia, 2021) <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-
kelola-sampah-nasional> accessed 25 June 2021.

17" Sistem Informasi Pengelolaan Sampah, ‘Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah’

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) <https:/sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
accessed 3 July 2021.
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efektivitas keberjalanan operasional pengeolaan limbah B3. Konsep tersebut
mengidentifikasikan limbah B3, yaitu persyaratan dari sumber, penyimpanan,
pengolahan, penyingkiran (disposal) limbah B3.!® Secara global, industri kertas
Indonesia merupakan produsen terbesar keenam dan industri pulp menempati
peringkat kesepuluh sehingga hal ini dijadikan sebagai alasan utama Pemerintah
Indonesia membuka keran impor limbah demi pengembangan industri kertas dan
bubur kertas. Pada realitanya, ditemukan beberapa permasalahan terkait impor
limbah yang terjadi dan menimbulkan keraguan terhadap kepastian regulasi
yang telah diundang-undangkan.

Aktivitas impor limbah termasuk sampah plastik di Indonesia semakin
meningkat. Pada 2019, telah ditemukan sebanyak 2.194 kontainer berisi limbah
B3 di Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, Tangerang, dan
Pelabuhan Tanjung Emas.!'? Salah satu kejadian yang telah disorot publik ialah
ditemukannya 358 kontainer atau peti kremasi berisi sampah yang berasal dari
Australia, yang mana ternyata hanya sebanyak 18 kontainer yang dinyatakan
limbah non B3. Peristiwa tersebut tidak hanya melanggar regulasi-regulasi
dalam Permendag, namun juga telah berlawanan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf
¢ dan d Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah
Indonesia mengalami kesulitan dalam mengatasi impor sampah ilegal yang
terjadi dan menjadikan Indonesia berhasil menjadi negara pemroduksi sampah

terbanyak kedua di dunia setelah China.

2. Realisasi Upaya Penanganan terhadap Pelanggaran Regulasi Impor

Limbah di Indonesia

18 Cesar Ray Ratman dan Syafrudin ‘Penerapan Pengelolaan Limbah B3 di PT. Toyota
Motor Manufacturing Indonesia’ (2010) VII Jurnal Presipitasi. [68].

19 Alvino Dirgantara, ‘Waspada! Banyaknya Impor Bahan Baku yang Terkontaminasi
Limbah B3’ (Indonesia Environment & Energy Center, 2020) <https://environment-

indonesia.com/waspada-banyaknya-impor-bahan-baku-yang-terkontaminasi-limbah-b3/> accessed
25 June 2021.
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Di Indonesia sendiri, masih banyak kita jumpai permasalahan pengelolaan
limbah yang marak terjadi, khususnya jika berhubungan dengan Importasi Limbah,
yaitu Importasi Limbah Non B3 untuk kepentingan industri. Permasalahan ini
berasal dari kurang selarasnya ketentuan hukum tentang penanggulangan limbah
yang terletak pada bagian impor limbah luar negeri di Indonesia, kurang selaras
yang dimaksud disini adalah dimana ketentuan suatu peraturan dengan peraturan
lainnya yang bertolak belakang atau peraturan yang cenderung membuka celah
terjadinya pelanggaran atas peraturan-peraturan lainnya yang sudah dibuat. untuk
contohnya adalah industri kertas dan pulp yg mengimpor kertas bekas menjadi
bahan baku.?° Permasalahannya adalah seringkali dijumpai kertas bekas impor yang
didatangkan dari luar negeri berisi plastik, logam, sampah rumah tangga, dan
material ikutan lainnya. Dalam hal ini ada beberapa peraturan yang mengatur.

Jenis limbah yang dapat diimpor telah jelas tertuang dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah
Non-Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri. Konsekuensi
dari orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam Indonesia telah diatur dalam
Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang
memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)?!, lebih jelasnya lagi tertuang
dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b menyatakan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan:

“a. Setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

20 Aulia Adam. Op.Cit.

2! Vide Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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b. Setiap orang dilarang mengimpor sampah’??

Kemudian untuk pengaturan dari limbah B3 sendiri telah diatur dalam Pasal
1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Impor Limbah Non-bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan
Baku Industri yang menjelaskan bahwa limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau
komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 2

Lebih lanjutnya jenis dari limbah B3 itu sendiri juga dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dalam peraturan ini
dijelaskan salah satu limbah B3 tersebut merupakan plastik, karet, atau serat
sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk Antara lain
polyvynil chloride (PVC), polyvynil acetate (PVA), polyethylene (PE),
polypropilene (PP), acrylonitrite styrene (AS), synthetic resin (alkyd, amino,).
peraturan-peraturan diatas merupakan bentuk dari ditterapkannya Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and Their Disposal 1989 atau yang lebih dikenal juga dengan Konvensi Basel di
Indonesia. 2*

Namun, dilain sisi ada beberapa peraturan yang dianggap masih dapat
membuka peluang untuk terjadinya impor limbah B3 dari negara lain ke
Indonesia, beberapa peraturan tersebut adalah, Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya
dan Beracun (“Permendag No. 31 Tahun 2016”). hal ini dikarenakan dalam

22 Vide Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
23 Vide Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan
Baku Industri.

24 Ipid.
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peraturan ini terdapat peraturan yang mengatur tentang apa saja yang menjadi
persyaratan apabila orang Indonesia ingin mengimpor limbah Non B3 dari luar
negeri.?> Pengaturan ini memiliki beberapa ketentuan yang baik seperti salah
satu poinnya adalah Pasal 2 Permendag No. 31 Tahun 2016 yang menerangkan
bahwa tidak semua pihak diperkenankan untuk mendatangkan sampah (limbah
non-B3) dari luar negeri. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang telah
memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) saja yang diperbolehkan
dengan Persetujuan Impor (PI) oleh Kementerian Perdagangan dan rekomendasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui direktorat jenderal
yang berwenang.?® Namun, pengaturan tentang memperbolehkan mengimpor
limbah Non B3 dari luar negeri juga memiliki risiko, dan risiko ini muncul dari
pengaturan yang kurang spesifik atau kurang tegas, hal tersebut tercermin dalam
Permendag No. 31 Tahun 2016, yaitu karena masih dinilai longgarnya lampiran
peraturan tersebut, peraturan ini menyebutkan (kode HS) untuk produk impor
secara tidak rigid. Pencantuman kode HS (Harmonized System) dengan
nomenklatur kata barang ‘lain-lain’ di kebanyakan kode HS pada lampiran
tersebut memunculkan peluang penyelundupan material lain yang tidak
teridentifikasi, padahal pada kenyataannya tidak diperbolehkan untuk memasuki
wilayah Indonesia. Kode HS yang harusnya mempermudah klasifikasi barang
agar mudah untuk dikenali, menjadi tempat celah hukum dapat berlaku
dikarenakan kode HS sendiri yang dapat dituliskan dengan kode lain-lain.
Celah hukum seperti di atas juga mengundang beberapa permasalahan
kembali apabila tidak diatasi, hal ini dikarenakan apabila industri kertas yang
sebelumnya sudah dijelaskan mengimpor kertas untuk didaur ulang, namun
menerima juga limbah B3 yang seharusnya tidak diterima, tindakan ini akan
menimbulkan penumpukan limbah B3 dikarenakan tidak dibutuhkannya plastik

tersebut dalam industri kertas mereka sehingga menghasilkan dampak seperti

25 Fadhila Ratnasari, ‘Impor Sampah Indonesia, Celah Hukum hingga Kirim Balik Limbah
Asing’ (Mata-Mata Politik, 2019) <https://www. matamatapolitik.com/originalin-depth-impor-
sampahindonesia-celah-hukum-hinggakirim-balik-limbah-asing/> accessed 26 June 2021.

26 Vide Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
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yang terjadi di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Desa
tersebut tidak dapat mendaur ulang limbah B3 yang ada di daerahnya sehingga
tumpukan sampah tersebut berceceran di tengah pemukiman warga, begitu juga
dengan sawah mereka yang telah beralih menjadi tempat pengumpulan sampah,
dampak buruk ini sangat mengganggu ketertiban umum serta merusak
lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena komoditas industri di desa tersebut
tidak dapat menyerap sisa-sisa ataupun sumber tak terduga dari industri mata
pencaharian di desa tersebut.?’

Terkait dengan penegakan hukum atas importasi limbah B3 di Indonesia
masih belum sepenuhnya merata, berdasarkan dari contoh industri kertas yang
mengimpor pulp kertas dari negara lain dan pada akhirnya menemukan limbah
B3 di dalamnya yang kemungkinan besar disengajakan terdapat dua pihak di
dalam permasalahan tersebut, yaitu pihak importir yang merupakan perusahaan
ataupun warga negara Indonesia dan pihak eksportir yang merupakan negara
asing, apabila kita melihat bentuk sanksi pada kedua pihak tersebut penulis
menilai bahwa peraturan yang ada tidak mengatur sanksi terhadap dua pihak
tersebut secara berimbang, untuk pihak importir kita dapat melihat berbagai
macam peraturan yang berbentuk sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi
administratif dan sanksi pidana.

Terdapat beberapa contoh sanksi yang dapat diberikan kepada pihak
importir yaitu, seperti sebelumnya sudah disebutkan yaitu Pasal 106 UU Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menjelaskan siapa saja orang yang memasukan limbah B3 ke Indonesia akan
mendapatkan Hukuman berupa 5 sampai 15 tahun penjara atau denda 5 sampai
15 miliar Rupiah,?® kemudian pada Undang-Undang yang sama pada pasal 104

peraturan ini juga mengatur perusahaan yang melakukan dumping sampah

27 Enggran Eko Budianto, ‘Warga Kampung di Mojokerto Ini Gantungkan Hidup dari
Sampah  Plastik® (Detik  News, 2019)  <https://news.detik.com/berita-jawatimur/d-
4592968/wargakampung-di-mojokerto-inigantungkan-hidup-dari-sampahplastik> accessed 26 June
2021.

28 Vide Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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secara ilegal dengan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).?’

Berangkat dari peraturan tersebut yang berupa sanksi administratif hingga
Ultimum Remidium atau yang merupakan sanksi pidana bagi pihak importir, kita
akan melihat bagaimana penegakan hukum pada pihak eksportir atau negara
asing yang mengekspor sampahnya ke indonesia, disini penulis menilai bahwa
masih kurangnya penegakan hukum yang dapat diberikan kepada pihak eksportir
limbah B3 atau negara asing, sejauh penulis menilai, bentuk hukuman yang
secara realistis dapat diberikan kepada negara eksportir adalah berupa reekspor
limbah B3 tersebut yang tertuang dalam Pasal 5 huruf f Nomor 2 Peraturan
Menteri Perdagangan No 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku
Industri yang menjelaskan bahwa bersedia bertanggung jawab mengekspor
kembali Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpor
apabila tidak sesuai persyaratan limbah Non B3 yang dapat diimpor, maka dari
sini penulis menilai efek jera yang seharusnya diterima oleh negara-negara
eksportir limbah B3 yang berkemungkinan besar untuk memasukan limbah B3
tersebut kedalam paket limbah Non B3 tersebut kurang merasakan hukuman
yang setimpal atas perbuatannya, dan kurangnya bentuk pertanggungjawaban

negara yang seharusnya dapat diberikan secara ketentuan.

2 Vide Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan

Demi mengantisipasi ancaman serius bagi lingkungan hidup, Indonesia telah bergabung
dengan negara-negara lainnya dalam meratifikasi Basel/ Convention (on the Control of the
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) (“Konvensi Basel”)
yang mana juga selaras dengan tujuan diciptakannya Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dewasa ini, pengembangan
industri menjadi prioritas di negara-negara berkembang, hal ini menjadikan Indonesia
mengesahkan aktivitas impor limbah dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Regulasi
Permendag tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 telah mensyaratkan limbah apa saja
yang dapat diimpor dan diikuti juga dengan ketentuan dari pihak importir dan eksportir.
Sayangnya, masih sering ditemukannya pelanggaran yang tidak mencerminkan asas kehati-
hatian dengan ditemukannya limbah B3 secara ilegal berjumlah besar yang dikirim bersamaan
dengan limbah Non B3.

Upaya penanganan terhadap aktivitas memasukkan limbah B3 ke Indonesia yang telah
melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf d Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat.
Namun tampaknya, sanksi tersebut tidak ditegakkan dalam pelanggaran aktivitas impor
limbah. Pasal 5 ayat (1) huruf e Permendag Nomor 83 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor
Limbah Non B3 hanya sekedar menekankan ketersediaan perusahaan dalam bertanggung
jawab dan menerima kembali limbah non B3 yang telah diekspor. Konsekuensi kecil tersebut
tentunya tidak dapat memberikan kesadaran para pelanggar ketentuan impor limbah dan
memberikan celah kepada para eksportir.

Melihat celah hukum dan lemahnya implementasi regulasi terkait impor limbah, hal ini
menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi besar menjadi negara tujuan bagi para

negara eksportir limbah untuk dengan mudah memindahkan limbah B3 termasuk sampah-
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sampah yang dihasilkan negaranya ke wilayah Indonesia sehingga diperlukannya penataan

kembali tata kelola dan regulasi impor limbah di Indonesia.

2. Rekomendasi ALSA Indonesia
Berdasarkan hasil analisis yuridis yang dilakukan oleh ALSA Indonesia Specialized Research
Team, ALSA Indonesia memiliki beberapa rekomendasi kepada pemerintah maupun
stakeholder terkait, sebagai berikut:

1) Pengaturan terkait impor limbah masih banyak terdapat permasalahan. Pemerintah
perlu mengatur secara tegas terkait impor limbah dan sampah termasuk pengecualian
serta sanksi secara komperehensif agar memberikan kepastian hukum terhadap para
pelanggar ketentuan impor limbah. Kemudian, pemerintah harus memperketat
pengawasan dan mempertegas penegakan hukum pada pelanggaran impor limbah dan
sampah baik secara preventif maupun represif.

2) Perlu adanya implementasi pengaturan impor limbah terhadap masyarakat yaitu
memberikan sosialisasi dan kampanye terkait ketinmpangan regulasi dan
implementasi impor limbah di Indonesia untk meningkatkan kesadaran masyarakat
serta perlu adanya standarisasi kriteria limbah yang dapat diimpor secara

komperehensif dan rigid.
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